PETUNJUK OPERASIONAL (PO}
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/
PERERANGAN BANGUNAN EANTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

A. PETUNJUK UMURM
1. Dinas Instansi

2.  Program

3. Kegiatan

4. Sub Kegiatan

5. Jumiah Biaya Kegiatan

6. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

7. Kuasa Pengguna Anggaran
a. Nama
b. Jabatan

8.  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
c. Nama
d. Jabatan

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu
a. Nama

b. Jabatan

10. Lokasi Kegiatan
11. Tolak Ukur Kinerja
a. Masukan
~ Dana vang dibutuhkan
-~  Waktu Pelaksanaan
b. Keluaran

c. Hasil

>

Dinas Sosial; Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan Kamntor
Rp. 4.581.192 -

Januari s/d Desember 2023

Eva Susanti, SIP

Sekretaris pada Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuarn dan
Perlindungan Anak

Harteti, SH

Kasubag Umum dan Kepegawaian pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Periindumngan

Irma Yenni

Bendahara Pengelnaran Pembantu pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kabupaten Pesisir Selatan

Rp. 4.581.192,-
Januari s/d Desember 2023

Jumlah  Paket Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang
disediakan

Ketersediaan Dokumen
Umum Perangkat Daerah

Administrasi

13 Rincian Belanja Sub Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Tabun Anggaran 2023 sebagai berikout :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN F alir
SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH e
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN e,
Urusan - 1.06 Urusan Pemerintahan Wajib vang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
Unit Organisasi - 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosizl, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi - 1.06.2.08.0.00.02 0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
' Program - 10601 Programm Penwnang Uraesen Pemerintahan Daerah
Kabhupaten /Kota
. Kegiatan - 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
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Sub Kegiatan 1.06.01.2.06.01 Penvedizan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
Waktu Pelaksanaan :  Januari sampai Desember
Lokasi Kegiatan :  Kabupaten Pesisir Selatan
- Sumber Dana - APBD
- Kelompok Sasaran = Internal Peranglkat Daerah
Indikator &Tolak Uknr Kinerja Belaniz
Indikator Tolok Ukur Kinerja ] Target Kinertja
Capaian Program Ketersediaan Admimistrast Umum 12 Bulan
| Masukan Dana yvang dibutuhkan Rp. 4.581.192,-

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Keluaran Sub Kegiatan Listrik/Penerangan B Kantor : 1 Paket
Hasil i Eee:m e § 12 Dokumen
Kode Rekening | Uratan Finciaz Peshitungan | Jumlah
Koefisien. | Satuan | Harga | Rp}
i 2 _ 3 4 5 6= (3%5)
5 BELANJIA DAERAH . 4.581.192
5.1 BELANJA OPERASE 4.581.192
| 5.1.02 Belania Barang dan Jasa . 4.581.192
5.1.02.01 Belanja Barang | 4.581.192
5.1.02.01.01 Belania Barang Pakai Habis 4.581.192
5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Babhan untuk Kegiatan Kantor-Alst Listrik 4.581.192
| {#) Belanja Alat Listrik 4.581.192

Sumber Dana: Dena Transfer Umum-Dans Alokssi Umom |
L2

etiig Bowolight Memdied | o000 | Ban | s77me 519.480
- Spesifikasi: Uk 4 i ] : :
HID Ballast Lampu LED
i i 7 Buah Buzh 115440 808.080
| Spesifikasi: 1
| Kabel NYM 3 x 4 mm® merk |
Prima e M M 21.090 822,510
Sgcs!'ﬂ;agi-
d ) 23 Buah | Buah 94.350 2.170.050
Spesifikasi: IHE 4 V45 W
Yo i ECMok 12Bush | Bush | 12.092 | 145.188
Spesifikasi: 204 i
Voltame BBECamiong.  { oo tiadh | Sl 9.657 115.884 |
Spesifikasi: 201 ;

Graznd total 4.581.192

B. PETUNJUK KHUSUS
1. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2021 temtang Perubahan Atss Peraturan Daerah Nomor 8 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunasn Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
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Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dimana dijelaskan bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1

1.

10.
11.

12.

13.

Perumusan Kebijakan bidang sosial, pemiberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anals
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial, pemberdayaan perempuan
dan perimdungan analk;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis
dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daeral;
Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi,
pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan
dan rehabilitasi social, perlindungan, jaminan social dan penanganan fakir
miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi
pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan
penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaian dan rumah tangga dinas;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang
teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan,
jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan darn
perlindungan anak;
Pembinaan pengawasan dan pengendallian penggunaan anggaran dinas;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hokum sesuai dengan
bidang tagasnya; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, memenuhi kebutuhan pelayanan

administrasi umum perkantoran dan dalam rangka menunjang peningkatan
pelayanan kepada seluruh ASK dengan baik di Kabupaten Pesisir Selatan, maka

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sangat

dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang

ada agar lebih efektif, cepat dan efisien.
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2.

3.

Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nox)nor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabu;;;aten Pesisir Selatan Tahun
Angearan 2023; '

b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tabun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023;

c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/19/Kpts/BPT-PS/2023 tentang
Penetapan Pengguna Anggaran, Knasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023;

d. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupatenrn Pesisir Selatan Nemor: 188.4/04/Kpts-DSPPrPA-PS/2023 tentang
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2023.

bitetapkan Susunan Organisasi pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan darn Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Sekretaris pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan;

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan;

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan den Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pelaksana pada Sub-Substansi
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Togas dan Eewajiban
Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara

rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:
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a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran {Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas dan kewajiban
sebagai berikut : g

i

10.

11.

12.

13.

14.

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Peraﬁgkat Daerah (RKA - PD) dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKA Perubahan -
PD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
Kabupaten Pesisir Selatan;

Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (DPA
Perubahan — PD} serta Anggaran Kas Perangkat Daerah untuk disampaikan
kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD} Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan {Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran kepada Bupati Pesisir Selatan;

Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;

Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan
jasa pihak ketiga;

Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO} Sub Kegiatan;
Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal setiap bulan;

Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai KPA
sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas {SPPD);

Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;
Mengesahkan SPJ;

Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati
Pesisir Selatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran minimal 3
{tiga) bulan sekali;

15. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;

16. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan;
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17. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab PD yang
dipimpinnya;

18. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung
jawab PD yang dipimpinnya;

>

19. Mengawasi pelaksanaan anggaran PD yang dxpﬂnpnmya;

20. Menyampaikan laporan akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan
kepada PPKD paling lambat 15 hari setelah pekerjaan selesai pada tahun
anggaran berjalan untuk pengesahan DPA Perubahan PD;

21. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah
kepada Bupati baik karena kelalaisn maupun karena disengaja pada
Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah
kejadian

22. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris pada

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir

Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi

dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-PD, sehingga semua

kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan,

dengan tugas dan kewajiban sbb:

1. Menyusun dan mengajukan RKA-PD dan RKA Perubahan PD dibidangnya
untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;

2. Menyusun dan menetapkan DPA-PD dan DPA Perubahan PD dibidangnya
untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;

3. Meneliti dan meneruskan usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan
kepada Pengguna Anggaran;

4. Mengusulkan PPTK kepada Pengguna Anggaran;

5. Meneliti Usulan KAK untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional Sub Kegiatan;

7. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kwitansi;

8. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan;

9. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari PPTK]

10. Menyetujui/meneliti Permintaan Kebutuhan Biaya Bulaman Kegiatan oleh
PPTK;
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11, Menandatangani SPPD;

12. Menyusun laporan kegiatan baik fisik maupurn keuangan untulk disampaikan
kepada Pengguna Anggaran pada minggu kesatu bulan berikutnya;

13. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan
minimal sekali dalam 1 {satu) bulan. .
c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran,
dengan tugas sbb :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan.
d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPE)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Pejabat Fungsional Sub-Substansi

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.

2. Meneliti kelenglkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesual dengan ketentuan
Perundang-Undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3. Melakukan verifikasi SPP

4. Menyiapkan SPM

5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan

6. Melaksanakan akuntansi PD, dan

7. Menyampaikan laporan keuangan PD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS;

2. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-PD;

4. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas
Umum;

5. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya, serta
meneruskan kepada PPK-PD untuk ditanda tangani;

Prtrenjaf; Opexasianal Siub Keg. Peucyrelizar Kpmponer Instalzst Listril/ Penerangan Bangenan Rantar TR 2023  Sefrerariat Dinsos, PPrEA




6. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan /Bank;

7. Membuat dan menandatangani Buku Panjar;

8. Membuat dan menandatangani Buku Pajak;

9. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran;

10. Menandatangani Register Penutupan Kas; i

11. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-PD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO} ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan
yang berlaku.

Painan, 2 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan PPTK
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan i

HARTETI, SH
NIP. 19721116 200501 2 002 NIP. 19730302 200701 2 012
Disetujui oleh

L M“Pﬁwna Anggaran/
J “Pemberdayaan Perempuan
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STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASH LISTRIK/
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM/
PENGGUNA ANGGARAN

JABATAN FUNGSIONAL SUB-SUBSTANSI
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN

X

SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDURGAN ANAK

PENANGGUNE JAWAB KEGIATAN/

(PPK}

STAF PADA KELOMPOK SUB-SUBSTANSI
PERENCANAAN, KEUANGAN DAN
PELAPORAN

v

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
{PPTE}

v

BENDAHARA PERGELUARAN PEMBANTU

dann K
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